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ABSTRAK

Nama : Amanda Mayasari
Program Siudi : Magistcr Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin di

Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2142K/Pdt/1989) Dibandingkan Dengan di Belanda.

Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan
anak vang dilahirkan diluar perkawinan vang sah dikenal sebagai anak luar nikah.
Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak
yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur
perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1
Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu
KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KTUHPerdata pada umumnya membeadakan
kedudukan serta perlindungan hukum antara anak iuar kawin dan anak sah. Secara
hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat
dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan
rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di
Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan
kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas
terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap
ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum
anak luar kawin sehingga anfara anak sah dan anak luar kawin mempunyai
kedudukan hukum yang setara.

Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap
anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda, Selain itu
dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum
yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian
menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin di
Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-
undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin di Belanda
sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan
masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih
diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar
pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di
Indonesia guna meniamin perlindungan hukum yang penuh terhadap kedudukan
anak luar kawin di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin
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ABSTRACT

Name : Amanda Mayasari
Study Program : Magister in Notary Study, Faculty of Law, Universitas Indonesia
Title : Legal Protection on the Status of Children Born Out of Wedlock in

Indonesia (Analysis on the Supreme Court Desicion Number 2142
K/Pdt/1989) Compared to the Legal Protection in Netherland

Article 42 of Law Number 1 of the year 1974 defined legitimate child as child born in
or as a result of a legitimaie marriage. While chiidren born outside a legitinate
marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number 1 of
the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be further regulated
on a Government Regulation. But up unti! now, there is no Government Regulation
governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year
1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the
Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally
distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate
child. Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than
illegitimate children, This distinction is considered incompatible with the sense of
justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of
origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children and
children bornt out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many
developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and
protection of children born out of wedlock so that there is an equal standing between
legitimate chiidren and children born outside a legitimate marriage.

This thesis will discuss the legal status and protection of illegitimate children in
Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be
discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law
manifold with qualitative methods and descriptive design. The results stated that the
legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from
those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection
of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in
accordance with the development of the society. As for children outside of marriage
in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable. The
results of this study suggest that the government should review the issues and the
provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against
the position of a child outside marriage in Indonesia.

Key Words:
Legal Protection, Children Born Out of Wedlock
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan. Hal ini dapat kita simpulkan dari definisi perkawinan
sebagaimana yang diatui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang
Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974). UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut
mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa.'
Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam perkawinan
terdapat suatu aspek atau unsur biologis, yaitu digunakannya perkawinan sebagai
suatu sarana bagi setiap individu untuk dapat membentuk kelvarga dan
melanjutkan keturunan ‘mereka,® Selanjutnya, agar perkawinan tersebut dapat
dianggap sah secara hukum maka menurut UU Nomor | Tahun 1974, perkawinan
itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kcpercayaén dari
masing-masing individu yang akan melangsungkan pernikahan serta dicatatkan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

Seperti yang telah disebutkan diatas, perkawinan adalah salah satu cara
untuk melanjutkan keturunan atau dengan kata lain untuk memperoleh anak.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU
Nomor 23 Tahun 2002), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di
dalam kandungan.’ Dalam kaitannya dengan definisi anak ini, sering kita dengar

! Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. I Tahun 1974, LN No. 1
Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1. '

2Wahy0no Darmabrata, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta:
Penerbit FHUIL, 2004}, hal. 20.

? Indonesia (1), ap.cit., Ps. 2.

* Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002,
LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 235 Ps. 1.
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dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi mereka.® Pembedaan

kedudukan atau hak dan kewajiban antara anak sah dengan anak luar kawin

tersebut dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan di KUHPerdata, antara lain

dalam ha! sebagai berikut. '

a. Kekuasaan Orang Tua.
Dalam hal kekuasaan orang tua, seorang anak sah berada dalam kekuasaan
kedua orang tuanya. Sedangkan seorang anak luar kawin hanya berada dzlam
penguasaan ibunya karena pada dasamya anak luar kawin tersebut hanya
mempunyai hubungan hukum dengan ibu kendungnya dan keluarga ibunya.
Namun apabila anak luar kawin tersebut telah mendapat pengakuan sebagai
anak sah dari ayahnya maka anak luar kawin tersebut juga berada di bawah
penguasaan ayahnya sebagai wali.

b. Pemeliharaan Anak.
Seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan atas hidupnya seperti
misalnya pemeliharaan atas pendidikan, kesehatan dan juga biaya hidup. Bagi
anak sah, pemeliharaan tersebut wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya.
Sedangkan bagi anak luar kawin, pemeliharaan tersebut hanya didapatkan dari
ibunya saja, kecuali apabila ia telah diakui sebagai anak sah oleh ayahnya.

c. Hak Untuk Mewaris.
Pada prinsipnya dalam KUHPerdata, pewarisan terjadi karena adanya
hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya. ‘Dengan  demikian
apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal; seorang anak sah
berhak untuk mewaris dari salah satu atau kedua orang tuanya yang meninggal
tersebut. Lain halnya dengan anak luar kawin, apabila ia tidak diakui secara
sah oleh ayahnya maka ia hanya dapat mewaris dari ibunya saja karena secara
hukum ia hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya, tidak dengan
ayahnya.’

® J.Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (1),
(Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 6.

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerljjk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 832.
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tulisan ini penulis juga mengharapkan pertama, dapat tercipta perlindungan dan
jaminan hukum yang lebih baik bagi seorang anak, terutama bagi anak luar kawin
sehingpga anak luar kawin tidak hanya dipandang sebelah mata dan dapat
memperoleh kehidupan serta kesejahteraan yang layak sama halnya seperti
seorang anak sah. Kedua, dapat dilakukan pembaharuan hukum terhadap status
dan kedudukan hukum anak luar kawin sehingga perlindungan hukum terhadap

anak fuar kawin tadi dzpat terjamin secara lebih utuh.

1.2 Pokok Permasalahan

* Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kedudukan anak Iuar kawin di
Indonesia saat ini pada dasarnya masih mengacu pada ketentuan yang berlaku
dalam KUHPerdata yang merupakan warisan dari hukum Belanda pada saat
penjajahannya di Indonesia. Pengaturan mengenai hak dan kedudukan tersebut
seringkali dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang
terjadi di masyarakar. Hal tersebut dikarenakan adanya pembedaan kedudukan
serta perlindungan hukum antara anak iuar kawin dengan anak sah yang dirasa
tidak mencerminkan rasa kelayakan, keadilan dan kepatutan terhadap hak asasi
seorang anak. Terlebih lagi karena di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sudah
diatur mengenai pentingnya pemeliharaan dan perlindungan setiap anak, baik itu
anak sah maupun anak luar kawin. _ -

Mengingat adanya ketidakadilan dan adanya perkembangan dalam

masyarakat tersebut, timbul suatu pertanyaan apakah ketentuan-ketentuan
mengenai status dan kedudukan hukum anak Juar kawin yang berlaku di Indonesia
sekarang ini masih relevan dengan perkembangan yang ada? Apalagi telah banyak
negara-negara, termasuk dalam hal ini Belande, yang melakukan pembaharuan
dan perkembangan atas hukum perdata mereka, khususnya dalam ketentuan-
ketentuan mengenai anak luar kawin. Dibandingkan dengan perkembangan yang
ada di Belanda tersebut, bagaimanakah sebaiknya perlindungan.hukum terhadap
anak luar kawin di Indonesia? Oleh karena inilah penulis merasa perlu adanya
pembahasan lebih lanjut mengenai masalah anak luar kawin ini. Adapun pokok
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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¢. Bahan Hukum Tertier
Berupa kamus dan ensiklopedia ;yang digunakan untuk mendefinisikan
beberapa pengertian yang terkait dengan permasalahan seperti Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum,

Alat pengumpulan data adalah studi dokumen, dimana data yang
dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan
oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku
nyata.”. Analisis dilakukan dengan memberikan arti dan menginterpretasikan pada
setiap data yang tclah diolah kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat
secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum,
kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti. Sifat
analisis data secara kualitatif adalah terlelak pada kumpulan informasi subjektif
yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya dimana jenis datanya
lebih berbentuk kalimat daripada-data statistik.'

Dilihat dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian
preskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau
saran untuk mengatasi permasalahan. Dari sudut tujuannya, penelitian ini -
termasuk peneliiian problem identification karena di dalam penelitian ini
perimasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisa
dan pengambilan kesimpulan.” Dari sudut penerapannya, penelitian ini termasuk
penelitian berfokus masalah karena di dalam penelitian ini permasaiahan yang
diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik. Dari
sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian
monodisipliner, dimana pemilihan metode dalam penelitian ini didasarkan pada

satu disiplin ilmy, yaitu disiplin ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

 Ibid, hal. 67.

" Bencha Yoddumnem Attig dan George A. Attig, 4 Field Manual On Selected
Qualitative Research Methods, (Malaysia: Institute for Population and Social Research, Mahidol
University, 1991), hal. 2, dalam ringkasan disertasi DR. Yunus Husein, S.H., LL.M.

¥ Mamudji, op. cit., hal, 4-5.
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BAB 2
KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
DI INDONESIA DAN DI BELANDA

2.1 Perkawinan Pada Umunmnya
2.1.1 Syarat Sah Perkawinan

Pada bab pendahuluan telah disebutkan bahwa UU Nomor | Tahun 1974
mendcfinisikan perkawinan sebagai suaiu ikatan lahir batin antara secrang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'®
Perkawinan tersebut baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing calon suami istri serts dicatatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.'” Selain syarat tersebut diatas, UU Nomor 1
Tahun 1974 juga menentukan syarat-syarat [ain untuk sahnya perkawin.an. Syarat-
syarat lain itu dapat dibedakan menjadi:'®
1. Syarat Materil -
. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang
'yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat
melangsungkan perkawinan, Syarat materil ini dapat dibedakan lagi menjadi:*®
a. Syarat Materil Umum

Merupakan syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan

melangsungkan pekawinan. Syarat materil umum ini antara lain terdiri dari:*®

'8 Indonesia (1), op.cit., Ps. 1.
Y Ibid, Ps. 2.

® Darmabrata, op.cit., hal, 21.
' Ibid,

* Ibid, hal. 22-28.
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ini diatur dalam Pasal 6 Ul Nomor 1 Tahun 1974, Pasal tersebut menentukan
bahwa:?!

a.

Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin
kedua orangtuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih
dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup
diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau yang mampu
menyatakan kehendak.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari oreng yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendak.

Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam huruf a, bdan ¢
di atas maka izin dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum
tempat tinggal calon suami-istri atas perrnoonan mereka.

Sedangkan larangan-arangan perkawinan diatur dalam Pasal § UU

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 tersebut menentukan larangan perkawinan bagi

mereka yang:®

a.
b.

e o

Mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara caion suami-istri;
Mempunyai hubungan keluarga semenda;

Mempunya hubungan susuan;

Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang
untuk melangsungkan perkawinan;

Telah bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan antara sesama mereka
untuk ketiga kalinya (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain).

1 1bid, hal. 30-31.
2 bid, hal. 32-33.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Amanda Mayasari, FH Ul, 2010.




13

d. Pengumuman
Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah
terpenuhi maka pegawai pencatét mengumumkan tentang pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan tersebui. Pengumuman dilakukan
dengan cara menempelkan surat pengumuman di tempat yang sudah
ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh umum, dengan memuat hal-ha!
seperti nama, umur, agama’kepercayaan, pckerjaan, tempat kediaman calc
mempelai dan orang tua calon mempelai, nama dari suamifistri terdaht .
apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah menikah se:.a
memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Selain
hal-hal tersebut, masih terbuka untuk menyebutkan hal-hal yang lain.

e. Pelangsungan Perkawinan i
Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan baru dapat dilanc-ungkan
setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali
dalam hal adanya dispensasi karena suatu alasan yang penting.®> Verkawinan
dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh calon suami-
istri, dihadapan pegawai pencatat pernikahan dengan dihadivi cich dua orang
saksi serta harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum.

f. Penandatanganan Akta Perkawinan )
‘Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera scsaat- perkawinan
dilangsungkan secara oleh kedua mempelai, para saksi dan oleh pegawai
pencatat perkawinan.’® Bagi mereka yang beragama I- am, akta pekawinan
ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakiliny: Berdasarkan Pasal 13
UU Nomor 1 Tahun 1974, akta perkawinan tersebut d >uat dalam dua rangkap
dimana helai pertama disimpan oleh pegawai penca:at perkawinan sedangkan

helai kedua dikirim ke pengadilan negeri di wi.ayah dimana perkawinan

2 Indonesta (3), Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3019, Ps. 10,
% Ibid, Ps. 11.

Uhiversitas Indonesta
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a. Unsur Agama/Kepercayaan
Unsur agama/kepercayaan ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang
menyatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Selain itu dalam pasal 2 ayat (1) UU tersebut juga ditentukan bahwa szhnya
perkawinan adalah apabila ditakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya.
b. Unsur Biologis
Salah satu tujuan perkawiitan menurut Pasal 1 UU Nomor | Tahun 1974
adalah untuk membentuk keluarga (rumah téngga). Dengan kata lain, perkawinan
adafah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan atau memperoleh anak.
Berkaitan dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahws dalam perkawinan
terdapat unsur biologis yaitu untuk melanjutkan ketrunan atau memperoleh anak.
c. Unsur Sosiologis
Seperti yang telah disebutkan di atas, memperoleh keturunan atau anak
adalah salah satu tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut
merupakan hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah
untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan
kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarii masalah
sosial. Dengan demikian secara tidak langsung perkawinan juga mengandung
suatu unsur sosial. ™~
d. Unsur Juridis _
| Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor | Tahun 1974, perkawinan
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian perkawinan memiliki unsur juridis yaitu harus

dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.

Universitas Indonesia
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b. Anak Sumbang
Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuar{ yang antara keduanya ada larangan

menurut undang-undang untuk saling menikah. Pasal 8 UU Nomor | Tahun 1974

melarang perkawinan antara dua orang yang:*

a.) Berhubungan darah dalam garis keturunan furus ke bawah ataupun ke atas;

b.) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;

¢.) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibwbapak tiri;

d.) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi/paman susuan; '

€.) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

£} Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang menikah,

¢. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin yang dimaksud dalam pengertian ini adalah anak luar
kawin dalam arti yang sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya tidak terikat
dalam suatu perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling
menikah.* Dengan kata lain, anak [uar kawin dalam arti sempit ini adalah anak-
anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang. Untuk selanjutnya,
anak luar kawin yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah anak lvar kawin
dalam arti sempit ini.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maka

anak [uar kawin ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Sedangkan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin itu

* Indonesia (1), op.cit., Ps. 8.
3 Satrio (1), op.cit., hal. 108,
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dahulu. Berkaitan dengan pengakuan ini, dikenal adanya dua macam pengakuan

terhadap anak luar kawin, yaitu:

a. Pengakuan Sukarela
Pengakvan sukarela ini merupakan suatu tindakan pengakuan yang didasarkan
atas kehendak sendiri dari ayah si anak luar kawin bahwa yang bersangkutan
adalah ayah dari anak luar kawin yang diakuinya.’® Berdasarkan Pasal 281
KUHPerdata, pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:
a.) Di dalam akta kelahiran;
b.) Di dalam akta perkawinan;
c¢.) Di dalam akta otentik.
Sesuai dengan Pasal 283 KUHPerdata, terdapat pengecualian terhadap pengakuan
anak luar kawin ini yaitu bahwa pengakuan tidak dapat dilakukan terhadap anak
zina maupun anak sumbang. Selain itu, pcngakuan anak luar kawin ini juga hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu si anak luar kawin. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 284 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu
pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu
itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu,
tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya. Namun apabila sebelum
pengakuan ini dilakukan ternyata ibu si anak meninggal dunia maka persetujuan
ibu ini bisa diabaikan. '

b. Pengakuan Terpaksa
Pengakuan ini terjadi apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan
anak, atas dasar persangkaan bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari
anak tertentu, menetapkan bahwa laki-laki itu adalah ayah dari anak yang
bersangkutan. Dengan demikian pengakuan yang dipaksakan ini adalah

pengakuan atas anak luar kawin yang didasarkan atas ketetapan pengadilan. 7

36 fbid, hal. 113.
3 1bid,, hal. 156.
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dimaksud disini termasuk juga kewajiban dalam hal pelaksanaan kekuasaan
sebagai orang tua.

Seorang anak yang dilahirkan dari atau akibat dari pekawinan yang sah atau anak
sah berada dalam kekuasaan orang tuanya®, sedangkan untuk seorang anak luar
kawin kekuasaan orang tua itu pada dasarnya hanya ada pada ibunya, kecuali
apabila ayah dari anak luar kawin tersebut mengakui si anek sebagai anaknya.
Dengan adanya pengakuan itu maka anak iuar kawin tersebut juga berada dalam
perwalian ayah yang mengakuinya.*

Kekuasaan orang tua ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban terhadap
diri pribadi si anak akan tetapi termasuk juga kekuasaan terhadap harta si anak.
Pasal 307 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua
terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak
itu. Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 308 KUHPerdata bahwa pemangku
kekuasaan orang tua ini harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta
kekayaan tadi maupun atas segalz hasil dari barang-barang yang mana ia
diperbolehkan menikmatinya. Jadi selain bertanggung jawab atas kepemilikan
harta kekayaan si anak, orang tua yang dibebani kewajiban mengurus anak
tersebut juga diveri hak untuk menikmati yaitu menerima dan memanfaatkan
pendapatan anaknya yang belum dewasa itu.

Kekuasaan untuk melakukan pengurusan harta kekayaan ini berlaku pula bagi
wali dari si anak luar kawin. Pasal 385 KUHPerdata menentukan bahwa wali
harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah
tangga yang baik, dan karenanya bertanggung jawa atas biaya, rugi dan bunga
yang timbul kiranya karena tata pemeliharaanya yang buruk. Pasal 385 tersebut
menyatakan pula bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 307
KUHPerdata yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua berlaku juga bagi

seorang wali.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., Ps. 299.
* Ibid., Ps. 306.
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ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar kawin tersebut telah
diakui oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan pendidikan anak [uar
kawin tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah yang mengakuinya itu.
Secara yuridis, ayah yang mengakui sah anak luar kawin itu terikat untuk
memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuinya itu sebagai seorang
wali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 383 KUHPerdata. Pasal tersebut
menyatakan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan
pendidikan terhédap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya,

pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata.*®

. Hak Mewaris

Pada dasamya, mereka yang berhak untuk mewaris adalah mereka yang
mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak untuk
menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun [uar kawin dan si
suami atau istri yang hidup terlama.*® Jadi pada asasnya menurut pasa! tersebut, -
untuk dapat mewaris, seseorang harus mempunyéi hubungan darah dengan si
pewaris. Hubungan darzh ini dapat dibagi menjadi hubungan darsh yang sah dan
hubungan darah yang tidak sah atau hubungan darah luar kawin. Hubungan darah
yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan seagai akibat dari suatu
perkawinan yang sah. Sedangkan hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai
akibat hubungan antara seorang laki-taki dengan seorang perempuan dan adanya
pengakuan anak secara sah.”’

Bagi anak sah, hak untuk mewaris ini bisa ia dapatkan secara langsung
dari kedua orang tuanya. Sedangkan bagi anak luar kawin, hak mewaris ini hanya
ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sebagai pihak yang secara langsung

mempunyai hubungan hukum dengan si anak luar kawin. Anak luar kawin baru

“® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., Ps. 383.
%0 Ibid,, Ps. 832,
51 1, Satrio, Hukum Waris (2), (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 29.
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Pada dasarnys, menurut Klaasen dan Eggens, hak anak luar kawin terhadap
warisan orang tua yaﬁg mengakuinya adalah sama dengan anak sah.** Namun
apabila diteliti lebih lanjut, temyata terdapat perbedaan hak mewaris antara anak
sah dan anak luar kawin. Salah satu perbedaan itu adalah dalam hal besarnya hak
bagian anak luar kawin.

Menurut pasal 863 KUHPerdata, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan
keturunan yang sah dan atau suami maka anak luar kawin yang diakuinya
mewaris 1/3- (sepertiga) bagian dari yang mereka sedianys harus mendapat
seandainya mereka adalah anak sah.”® Jadi bagian warisan mereka adalah dengan
mengandaikan mereka sebagai anak sah terlebih dahulu baru kemudian dihitung
haknya sebagai anak fuar kawin. Sebagai contoh, apabila seorang anak luar kawin
diandaikan sebagai anak sah mendapat 1/5 (seperlima) bagian, maka bagiannya
sebagai anak luar kawin adalah 1/3 (sepertiga) dari 1/5 (seperlima) atau dengan
kata lain 1/15 (seperlimabelas) bagian. Hal int sudah tentu berbeda dengan bagian
warisan yang-didapat oleh seorang anak sah. Masing-masing anak sah akan
mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian. Dengan demikian, anak sah mendapat
bagian yang lebih besar dari anak luar kawin.

Perbedaan lainnya terkait dengan warisan ini dapat juga dilihat apabila pewaris
meninggalkan wasiat atau testamen kepada anak luar kawin. Apabila pewaris
meninggalkan bagian warisan dalam testamen tersebut lebih besar dari bagian
mutlak atau legitime portie yang dapat dimiliki oleh seorang anak luar kawin
maka bagian warisan yang dapat diberikan kepada anak luar kawin itu hanyalah
sebatas bagian mutlaknya itu, Hal ini berbeda dengan apa yang dapat diberikan
kepada anak sah dalam suatu testamen atau wasiat. Bagian warisan seorang anak
sah yang dapat diberikan oleh pewaris dalam suatu wasiat atau testamen tidak
dibatasi oleh bagian mutlaknya. Jadi anak sah bisa mendapatkan bagian warisan

yang melebihi bagian mutlaknya.

34 1bid, hal. 156.
%% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., Ps. 863.
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suci dan sakral. Prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh asas monogami yang dianut
oleh agama Kristen yang dianut oleh mayoritas masyarakat Eropa. Karena pengaruh
tersebut maka pembuat undang-undang atau sarjana hukum Barat itu lebih
mendahulukan anak sah daripada anak luar kawin.*® Oleh karena itulah dapat kita
lihat adar’xya perbedaan kedudukan antara anak luar kawin dengan anak sah dalam
KUHPerdata, dimana anak luar kawin cenderung memiliki kedudukan hukum yang
lebih inferieur atau lebih rendah daripada anak sah.>

232 Perkembangan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata
Belanda

Sebagaimana yang dapat kita lihat dewasa ini, banyak perkembangan yang
terjadi di masyarakat seperti misalnya perkembangan datam bidang ekonomi, bidang
sosial, bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi. Dengan adanya
perkembangan di dalam masyarakat ini, kebutuhan akan perkembangan hukum pun
juga meningkat. Jadi, secara tidak langsung perkembangan yang ada dalam
masyarakat tadi akan membawa dampak atau pengaruh terhadap ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan yang ada dalam undang—undang. KUHPerdata yang masih kita
gunakan hingga saat ini termasuk salah satu aturan hukum yang mengalami
perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang dapat kita lihat misalnya dengan
adanya ketentuan baru mengenai perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun
1974. Bahkan di Betanda dan Perancis sendiri, sebagai negara asalnya KUHPerdata
kita, telah diadakan beberapa kali perubahan atas KUHPerdata atau civil code mereka
untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
tadi. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut termasuk salah satunya perubahan
terhadap ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin.
Perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dan bandingkan mengenai ketentuan anak

luar kawin di Belanda dengan ketentuan yang ada di Indonesia saat ini antara lain

sebagai berikut:

38 1bid.
% Ibid, hal. 110,
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mengakuinya saja, tidak dengan keluarga dari orang yang mengakuinya sebagai
anak sah.

Lain halnya dengan ketentuan yang ada di Belanda sekarang ini. Pasal 222 B.W.
Belanda menentukan bahwa:

A child born out of wedlock automatically had legally recognised family
ties (familiercchtelijke betrekkingen) with its mother and her relatives.
Recognition by the father entailed the creation of a legally recognised
Jamily tie betweerg, him and the child, as well as betweer the child and the

father's relative, 62

Dengan demikian, apabila anak luar kawin itu diakui oleh ayahnya sebagai anak
sah maka hubungan hukum terjadi tidak hanya antara anak luar kawin yang diakui
itu dengan avah yang tnengakuinya, akan tetapi juga terjadi antara apak luar
kawin yang diakui itu dengan keluarga dari ayah yang mengakuinya tersebut.

Hal ini tentu saja akan membawa akibat hukum lainnya yaitu akan terdapat
hubungan harta kekayaan antara si anak lvar kawin dengan keluarga ayah yang
mengakuinya. Dengan demikian anak luar kawin yang diakui ini dapat mewaris

dari keluarga ayah yang mengakuinya sebagai anak sah.

Persetujuan Ibu dalam Pengakuan Anak Luar Kawin

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata, suatu pengakuan
terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk
golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat
diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya. Dengan demikian apabila seorang ayah
ingin mengakui sah seorang anak luar kawin maka pengakuan itu harus dilakukan
dengan persetujuan ibu dari si anak luar kawin itu. Tanpa persetujuan ibu,

pengakuan itu tidak dapat dilakukan,

2 Ibid
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d. ‘Hubungan Hukum Kekayaan antara Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Dalam
Wujud Kewajiban Pemeliharean.

Pada dasarnya ketentuan hukum di Indonesia mengatur bahwa hubungan
hukum antara seorang anak dengan ayahnya baru terjadi apabila anak tersebut
diakui oleh ayahnya itu sebagai anak sahnya, termasuk juga hubungan hukum
dalam hal pemeliharaan anak luar kawin tersebut.

Lain halny'a dengan ketentuan yang berlaku di Belanda sekarang ini. Pasal 392
B.W. Belanda menyatakan bzhwa: |

Parents — i.e. the persons who have become a legal parent of a child either
ipso iure, through recognition, through a judicial declaration of paternity,
or through adoption — are obliged to provide jor the maintenance of their
minor children. The absence of recognition of a child does not absolve the
biological father of his maintenance obligations towards this child. %

Dengan demikian, walaupun belum diakui sah sebagai anaknya, ayah biologis
dari anak luar kawiﬁ tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan
pemeliharaan atas anak juar kawin itu, Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 394
B.W Belanda bahwa kewajiban pemeliharaan oleh ayah biologis dari anak luar

kawin ini berlangsung hingga anak luar kawin ini dewasa.®’

¢. Nama Keluarga
Pasal Sa KUHPerdata Indonesia menyatakan bahwa anak tidak sah yang tidak
diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya. Sedangkan anak-anak sah
seperti halnya anak-anak tidak sah namun telah diakui sah oleh ayahnya,
memakai nama keturunan si ayah.®® Dengan demikian, seorang anak sah yang

sudah diakui oleh ayahnya berhak untuk memakai nama keturunan atau nama

8 Ibid.
7 Ibid.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., Ps. 5a.
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untuk menyelidiki siapa ayah biologisnya, dan dengan demikian seorang anak
luar kawin tidak akan mungkin dapat memaksakan pengakuan sah dari ayah
biologisnya.

Lain halnya dengan di Belanda. Penyelidikan seorang anak terhadap ayah
biologisnya tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian apabila
memang terbukti seorang laki-laki adalah ayah biologisnya maka seorang anak
luar kawin dapat meminta pengakuan paksa dari ayah biologisnya itu untuk
mengakui dirinya sebagai anak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
207 B.W. Belanda yang menyatakan bahwa:

“..a child may request the regional court to issue a judicial declaration of
paternity (gerechtelijke vaststelling van vaderschap) in order to have a legal tie

established between him or her and the biological father”.”’

2.3.3 Pengamh European Convention of Human Rights (ECHR) Terhadap
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin di Belanda
Sebagai salah satu negara di Eropa, Belanda telah meratifikasi dan
- mengadopsi beberapa ketentuan Europeén Convention of Human Rights (ECHR).
Salah satu konvensi yang diadopsi itu adalah konvensi mengenai ketentuan-ketentuan
terhadap anak !uar kawin yang dituangkan dalam European Convention on the Legal
Status of Children Born Out of Wedlock. Konvensi ini membawa beberapa perubahan
dan perkembangan terhadap status dan kedudukan seorang anak luar kawin di
Belanda saat ini.
a. European Convention on the Legal Status of Children Born Out of Wedlock
Konvensi mengenai status dan kedudukan anak luar kawin ini pada
dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan
yang sudah ada mengenai anak [uar kawin. Perkembangan itu dilakﬁkan dengan

usaha menyetarakan atau mengurangi adanya perbedaan kedudukan hukum yang

" «Case of Lebink v. The Netherlands (Application Number 45582/99) “ loc.cit.
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Dengan demikian anak luar kawin, sama hal dengan seorang anak sah, memiliki
hak yang sama untuk mewaris dari ayah dan ibunya serta dari keluarga ayah dan
ibunya. Hal ini cukup berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdata kita
yaitu bahwa anak luar kawin hanya dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya

serta dari ayah yang mengakuinya sebagai anak sah saja.

. Penyelesaian Kasus Melalui ECHR

Saat ini banyak terdapat kasus yang menyangkut keberadaan dan
kedudukan anak luar kawin. Beberaba kasus tersebut pernah diajukan ke hadapan
European Comission of Human Rights dan diselesaikan berdasarkan ketentuan
dalam ECHR. Saleh satu kasus yang akan dibahas disini adalah kasus antara
Camp dan Bourini.
Evelin Camp, seorang warga negara Belanda, mengandung seorang anak luar
kawin bemama Sofian yang merupakan hasil hubungannya dengan Tuan Abbie
Bourimi yang berkewarganegaraan Maroko. Eveline Camp dan Tuan Abbie
Bourimi tidak pemah melakukan pernikahan dan tidak pernah mengakui sah anak
luar kawinnya yang bernama Sofian tersebut.
Sebelum Sofian dilahirkan, Tuan Abbie Bourini meninggal dunia, dan sesuai
dengan hukum yang berlaku saat itu, semua harta peninggalannya jatuh pada
orang tua dan saudara-saudaranya. Pengsidiian juga memutuskan bahwa Sofian
tidak berhak mewaris dari Tuan Abbie karena Sofian hingpa saat Tuan Abbie
meninggal dunia belum pernah diakui sebagai anak sah. Dengan keputusan itu,
Evelin Camp dan anaknya Sofian harus segera meninggalkan rumah yang selama
ini ditinggalinya yang masih berada atas nama Tuan Abbie.
Evelin Camp yang merasa haknya dilanggar akhirnya mengajukan tuntutan ke
hadapan European Comission of Human Rights. Di hadapan komisi tersebut,
Evelin menyatakan bahwa putusan pengadilan Belanda tadi telah melanggar

ketentuan dalam Pasal 8 ECHR.
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Berdasarkan kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketentuan yang
diatur dalam ECHR tidak lagi membedakan adanya kedudukan hukum antara
anak sah dengan anak luar kawin. Menurut ECHR, setiap anak, terlepas dari
statusnya sebagei anak sah dan anak luvar kawin berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum yang sama atas kepentingan pribadi dan keluarganya.
Hal ini merupakan suatu perkembangan yang cukup besar atas perbedaan
kckuatan perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan anak luar kawin
yang ada selama ini. Apabila di Belanda sebagai negara yang mewariskan
KUHPerdata kita saja sudah meratifikasi dan mengadopsi ketentuan-ketentuan
yang ada dalam ECHR ini, lalu bagaimana dengan ketentuan KUHPerdata
vang berlaku di Indonesia saat ini? Seperti yang telah dibahas sebelumnya,
KUHPerdata kita masih mengatur perlindungan hukum yang berbeda antara
anak luar kawin dengan anak sah. Oleh karena ijtulah, dalam bab berikutnya
akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum anak luar kawin di

Indonesia.
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BAB 3
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN

3.1 Tinjauan Umum I"ermasalahan Anak Luar Kawin di Indonesia
3.1.1 Latar Belakang Permasalahan Anak Luar Kawin

Dewasa ini banyak perkembangan yang terjadi di berbagai bidang seperti mi-
salnya bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun bidang budaya. Scbagai salah
satu negara berkembang, Indenesia pun menyerap berbagai macam unsur perkem-
Bangan tersebut, termasuk di dalamnya unsur-unsur perkembangan dari negara-
negara maju. Penyerapan unsur-unsur ini tentu akan membawa dampak atau akibat
bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai salah satu
dampak positif, penyerapan unsur tadi membawa kesadaran yang tinggi bagi masya-
rakat terhadap perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan maupun
perkembangan hukum dan budaya. Namun di sisi lain, sebagai salah satu dampak ne-
gatif, penyerapan unsur budaya asing ini mengakibatkan adanya pergaulan bebas di
kalangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penyaringan terhadap pe-
nyerapan unsur-unsur asing tadi agar dampak negatif itu dapat dicegah. Namun pe-
nyaringan tersebut saat ini sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan antara lain kare-
na kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga secara tidak
langsung penyebaran informasi pun menjadi sangat pesat- dan sulit untuk dibendung.
Akibatnya, dampak negatif seperti pergaulan bebas tersebut diatas pun semakin di-
kenal dan semakin marak terjadi di masyarakat.

Salah satu akibat negatif yang sering timbul dari adanya pergaulan bebas ada-
lah terjadinya hubungan seksual pranikah. Dewasa ini kasus mengenai hubungan sek-
sual pranikah sering kita jumpai di masyarakat. Berdasarkan data yang ada di tahun
1970-1980 sekitar 5% remaja di Indonesia telah melakukan seks bebas di luar nikah.
Sementara di tahun 1990 sekitar 18-20%, tahun 2000 sekitar 20-25% dan di tahun

2010 nyaris 50% remaja melakukan hubungan seksual pranikah.”

" Boyke Dian Nugraha, “Pendidikan Seks Memang Harus Sejak Dini,"
hetp:/fwww.sripoku.com/view/32852/pendidikan_seks_memang_harus sejak dini, 19 April 2010,
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dak dapat menuntut haknya sebagai seorang anak dari ayahnya tersebut. Walaupun
pengakuan sahi oleh ayah itu dapat dilakukan, secrang anak dilarang untuk melakukan
penyelidikan mengenai siapa ayah kandungnya. Jadi, tanpa adanys pengakuan suka-
rela dari ayahnya, seorang anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya
sebagai anak dari ayah kandungnya.

Sebagai contoh lainnya, dapat kita lihat ketentuan hukum mengenai bagian warisan
yang dapat diterima oleh seorang anak luar kewin dengan seorang anak sah. Seorang
anak sah berhak untuk mewaris dari kedua orang tua dan keluarga sedarah keatas
lainnya. Sedangkan anak luar kawin hanya berhak mewaris dari ibu dan-ke!uarga
ibunya. Apabila anak luar kawin ini diakui oleh ayahnya maka ia berhak pufa mewa-
ris dari ayahnya. Namun hak untuk mewaris itu pun dibatasi hanya dari ayah yang
mengakuinya, tidak dari keluarga ayahnya.

Dari beberapa contoh diatas, dapat kita lihat bahwa hukum memberikan status
dan jaminan perlindungan yang berbeda terhadap kedudukan seorang anak fuar ka-
win. Padahal epabifa dikaitkan dengan keadilan, seharusnya setiap anak baik sah
maupun luar kawin memiliki perlindungan hukum yang sama. Perlindungan anak ini
mérupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat meiak-
sanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak.’® Selain pelaksanaan hak dan
. kewajiban anak, perlindungan anak ini juga merupakan suatu perwujudan adanya
keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, ditinjau dari segi keadilan; se-
tiap anak seharusnya berhak atas perlindungan hukum yang baik terlepas dari status

dan kedudukannya sebagai anak Juar kawin ataupun anak sah.

3.1.3 Penelantaran Anak Luar Kawin

Selain perbedaan status serta perlindungan hukum terhadap anak luar kawin
. tadi, permasalahan lain yang sering timbul pada anak luar kawin adalah penelantaran
terhadap anak-anak luar kawin tersebut. Keberadaan anak luar kawin seringkali di-

anggap sebagai suatu aib karena mereka dilahirkan diluar suatu pernikahan yang sah,

" Budiyanto, “Masalah Perlindungan dan Usaha Pencegahan Kejahatan Anak”
htip://budi399.wordpress.com/category/hukum-pidana-anak/, 20 October 2009.
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bagi anak luar kawin merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhati-
kan.

3.2 Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia
3.2.1 Hak Anak

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah se-
seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih be-
rada di dalam kandungan.”? Pada dasamnya, setiap anak berhak atas suatu perlindun-
gan dan jaminan hukum yang layak. Oleh karenanya diperlukan ketentuan-ketentuan
serta peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan menjarnin secara hu-
kum hak-hak anak. Indonesia sendiri telah menjamin perlindungan atas hak-hak anak
tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari diratifikasinya Konvensi tentang Hak-hak Anak
(Conventions on the Right of The Child) dan dikeluackannya peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak seperti Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Nomor 4 Tahun 1979), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun
2002), Uﬁdang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anzk (UU Nomor
3 Tahun 1997) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang menjamin perlin-
dungan hak seorang anak.

Seperti yang telah discbutkan sebelumnya, setiap anak berhiak atas suatu per-
lindungan dan jaminan hukum yang layak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam
UU Nomor 23 Tahun 2002 yang meletakkan kewajiban untuk memberikan perlin-
dungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagat berikut:*

a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
¢. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

%2 Indonesia (2), loc.cit., Ps. 1.

8 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Panduan Bantuan Hukum di Indo-
nesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal,
105.
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tuan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahtcraan Anak juga menyata-

kan bahwa setiap anak mempunyai hak sebagai berikut:*’

a. Anak berhak atas kesejahteraan, pcrawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
éosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi
warga negara yang baik dan berpuna. ‘

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan periindungan, baik semasa dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan,

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat memba-
hayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Kesejahteraan anak yang dimaksud disini adalah suatu tata kehidupan dan penghidu-
pan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar,
baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan usaha kesejahteraan anak ini
adalah usaha keszgjahteraan sosial yang ditujukan untuk mehjamin terwujudnya kese-

jahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.®®

3.2.2 Kewajiban Orang Tua
Perlindungan atas hak-hak anak tidak terlepas dari peran serta orang tuanya.
UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya ke-
sejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bila orang tua
terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya
hambastgan dalam pertumbuhan perkembangan anak, kuasa asuhnya dapat di-
cabut.

" Indonesia (4), loc.cit., Ps.2.-
" Ibid, Ps. 1 ayat (1)a & (1) b.
® Jbid, Ps. 9 dan 10 ayat (1).
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dilan, orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya tersebut dihadapan
ataupun di luar pengadilan.

Kemudian dalam pasai 48 UU Nomor | Tahuir 1974 juga dinyatakan bahwa orang
tua tidak diperolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap
yang dimifiki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum permah

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang tua juga mempunyai kewajiban
“untuk mengurus dan memelihara harta benda kekayaan anak-anak mereka dan berhak
memindahkan dan menggadaikan hak atas harta benda kekayaan tersebut apabila ke-
pentingan anak itu menghendakinya.

3.3 Perbandingan Antara Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Indonesia
dan di Belanda
Sebagaimana yang teiah disebutkan dalam bab sebelumnya, UU Nomor 1 Ta-
hun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum seorang anaX luar
kawin. Pasal 43 ayst (2) UU Nomor | Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa kedu-
dukan anak fuar kawin akan diatur lebih fanjut dalam Peraturan Pemerintah,”” Hingga
saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara tegas perihal kedudu-
kan anak [var kawin tersebut. Oleh karenanya mengenai hal-hal yang belum diatur
dalam UU Nomor | Tahun 1974 masih diberlakukan ketentvan dalam peraturan pe- ‘
rundang-undangan yang lama.”® Dengan demikian terhadap kedudukan anak luar ka-
win yang belum diatur secara tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, akan berlaku
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lama yaitu ketentuan-ketentuan
dalam KUHPerdata.
Seperti yang telah disebutkan di atas, KUHperdata mengatur kedudukan dan
perlindungan hukum yang cukup berbeda antara anak sah dan anak [uar kawin, dima-

na anak luar kawin cenderung memiliki kedudukan hukum yang inferieur atau febih

2 Indonesia (1), op.cit., Ps. 43 ayat (2).
* Ibid, Ps. 66.
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rundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan anak luar kawin,
memberikan perlindungan hukum yang berbeda terhadap anak yang berstatus sebagai
anak luar kawin.

Apabila dibandingkan dengan di Belanda, jaminan dan perlindungan hukum
terhadep anak luar kawin di Indonesia jauh berbeda dengan perlindungan hukum anak
luar kawin di Belanda. Belanda tetah mengalami bznyak kemajuan dalam melaksana-
kan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Hal ini dapat kita lihat salah sa-
tunya dari telah diadakannya beberapa kali ‘perubahan terhadap KUHPerdata atau
Civil Code mereka, termasuk di dalamnya perubahan terhadap ketentuah-ketentuan
mengenai anak lvar kawin. Perubahan-perubahan itu dilakukan karena berkembang-
nya masalah hak asasi manusia dalam sistem hukum Belanda beberapa dekade terak-
hir sehingga mengakibatkan penegak hukum Belanda menghadapi bebagai masalah
dalam menerapkan Civil Code mereka pada putusan-putusannya, terutama di bidang
hukum keluarga.®® Oleh karenanya diadakan beberapa perubahan dalam hukum ke-
luarga mereka dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan
yang ada dalam masyarakat, khususnya perkembangan mengenai masalah hak asasi
‘manusia. Sementara bila kita lihat di Indonesia, KUHPerdata kita yang pada dasamya
berasal dari Belanda hingpa saat ini masih beluin banyak mengalami perubahan dan
| masih mengatur kedudukan hukum yang berbeda antara anak luar kawin dengana
anak sah.

Selain perubahan terhadap Civil Code mereka, Belanda juga telah meratifikasi dan
mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam European Convention on the Legal Status of
Children Born Out of Wedlock. Konvensi ECHR ini dibuat untuk menjamin pelaksa-
naan hak bersama dari hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar manusia.*®
Salah satu hal penting yang diterapkan dalam konvensi tersebut adalah persamaan
antara status hukum dari anak anak-anak yang lakir di dalam atau diluac petkawi-

nan.”’

%8 Zulfa Djoko Basuki, loc.cit., hal. 73.
% Ibid, hal. 74.
? Ibid.
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penggugat untuk mau memberikan keturunan baginya dikarenakar istri tergugat tidak
dapat memberikan keturunan. Tergugat menjamin bahwa apabila penggugat dapat
memenuhi permintaannya itu, tidak akan ada masaiah yang timbul dengan istrinya.
Pada akhimya hubungan tersebut membuahkan dua orang anak. Namun setelah dua
orang anak itu lshir, janji untuk menikahi dan bertanggung jawab pada dua orang
anak tersebut tidak pemah direalisasikan oleh tergugat. Tergugat pun selalu mengelak
untuk mengurus akte kelahiran kedua anaknya ite. Tergugat selalu menunda janji ter-
sebut dengan alasan sibuk atau karena akan mempengaruhi karimya dalam pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama ini penggugat percaya dengan ala-
san tersebut karena tergugat selalu datang dan memberikan nafkah secukupnya. Na-
mun karena tak kunjung memenuhi janjinya maka penggugat mengajukan gugatan
kepada tergugat. Gugatan ini digjukan terutama untuk kepentingan kedua orang anak-
nya yang masih di bawah umur yang sangat dirugikan oleh tergugat karena tidak di-
beri kasih sayang yang cukup dan ving nafkah atau biaya hidup.

Dasar gugaian yang diajukan penggugat adalah bahwa penggugat yakin bah-
wa dirinya akan dinikahi oleh tergugat dan bahwa dalam agama Istam dibenarkan ba-
gi seorang suami untuk mempunyai lebik dari seorang istri apabila istrinya itu tidak
dapat memberikan keturunan dengan cara meminta izin kepada pengadilan. Namun
karena tergugat tidak kunjung mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menika-
hi penggugat, maka tergugat dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuataﬁ
melakukan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Selain itu,
penggugat juga berpendapat bahwa apabila tindakan tergugat yang tidak bertanggung
jawab itu terus dibiarkan maka hal ini akan memberikan contoh kepada pria lainnya
untuk melakukan hal yang sama. Penggugat juga menyatakan bahwa tindakan tergu-
gat itu melanggar azaz kepatutan dalam mayarakat, dimana tergugat yang bertugas
sebagai wakil rakyat seharusnya bersikap dan bertingkah laku yang patut dan layak
karena rakyz;tt akan menilai.

Dari keterangan penggugat, diketahui bahwa tergugat telah menghentikan uang naf-
kah yang biasa digunakan untuk biaya hidup penggugat dan anak-anaknya sejak April
1987. Oleh karena itu penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat atas biaya yang
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3.4.2 Analisa Kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 2142
K/Pdt/1989

Dalam kasus di atas disebutkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah
terjadi suatu hubungan, dimana dari hubungan tersebut kemudian lahirtah dua orang
anak. Hubungan antara penggugat dan tergugat ini tidak dilandasi oleh suatu ikatan
perkawinan yang sah. Sesuai dengan penafsiran secara g contrario dari definisi anak
‘sah menurut pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak tidak sah merupakan anak yang
tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dengan
demikian, kedua orang anak yang dilahirkan dari hubungan antara térgugat dengan
penggugat itu merupakan anak-anak yang dilahirkan di lvar pernikahan atau disebut
juga sebagai anak luar kawin. Ketentuan mengenai anak luar kawin ini belum diatur
secara tegas dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam keten-
tuan Pasa! 43 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal
66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU Nomor
1 Tahun 1974 (termasuk mengenai anak luar kawin), masih diberlakukan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yzng lama. Peraturan perundang-undangan
yang lama yang dimaksudkan disini adalah ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab ssbelumnya, KUHPerdata me-
nentukan bahwa seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubuﬁgan hukum den-
gan ibu dan keluarga ibunya.’® Jadi, kedua anak luar kawin yang dilahirkan dari hu-
bungan antara tergugat dengan penggugat pada dasarnya hanya memiliki hubungan
hukum dengan penggugat dan keluarga penggugat. Hubungan hukum yang dimaksud
disini termasuk salah satuiiya hubungan hukum dalam hal pemeliharaan dan biaya
hidup terhadap anak-anak luar kawin tersebut, Oleh karena itu, sebenarnya hanya
penggugat yang mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memberikan biaya hi-
dup kepada kedua anak luar kawinnya itu. )

Pada dasamya, hubungan hukum itu bisa didapatkan dari tergugat sebagai

ayah kandung dari kedua anak luar kawin tersebut. Hanya saja, untuk bisa menda-

% Indonesia (1), op.cit., Ps. 43 ayat (1).
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hidup serta biaya pemeliharaan atas anak luar kawinnya adalah tidak tepat karena pa-
da dasarnya tergugat tidak mempunyai kewsjiban untuk memberikan biaya hidup ser-
ta biaya pemeliharaan atas anak luar kawin yang tidak diakuinya secara sah. Namun
apabila kita kaitkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kese-
jahteraan Anak maka keputusan tersebut adalah sesuai. Dalam UU Nomor 4 Tahun
1979 disebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas
terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. ' Den-
gan demikian, baik pengguat maupun tergugat sebagai orang tua dari kedua anak luar
kawin itu mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan kedua anaknya
itu, termasuk dalam ha! memberikan biaya hidup dan biaya pemeliharaan kepada me-
reka. Berdasarkan ketentuan ini maka keputusan pengadilan yang mewajibkan tergu-
gat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pemeliharaan atas kedua anak [var ka-
winya itu adalah tepat.
Selain itu apabila kita kaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun-
gan Anak, salah satu asas yang harus dipenuhi dalam memberikan perlindungan ke-
pada anak adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta asas hak untuk hidup,
‘kélangsungan hidup, dan perkembangan anak. Apabila kita menggunakan asas ini
‘maka keputusan pengadilan yang mewajibkan tergugat untuk memberikan biaya hi-
dup dan biaya pemeliharaan kepada kedua anak luar kawinnya adatah tepat. Berda-
sarkan asas tersebut, pemberian biaya pemeliharaan dan biaya hidup itu diwajiﬁkan
kepada tergugat agar hak hidup dan kelangsungan hidup dari kedua anak luar kawin-
nya dapat terjamin secara lebih penuh. Dengan demkian, dikaitkan dengan UU No-
mor 23 Tahun 2002 tadi, secara tidak langsung pengadilan telah memperhatikan dan
melaksanakan asas kepentingan yang terbaik bagi kedua anak luar kawin tadi.
Lalu bagaimana dengan keputusan pengadilan yang mengabulkan tuntuan
. penggugat bahwa tergugat telab melakukan perbuatan melawan hukum? Pada dasar-
nya, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang membawa kerugian

kepada seorang lain, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan ke-

1% Indonesia (4), loc.cit., P5.9.
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dengan kesusilaan dan kepatutan serta kewajiban hukum tergugat. Selain itu, tindakan
tergugat tersebut melanggar telah hak subjektif orang lain (yang dalam hal ini adalah
hak subjektif dari penggugat dan kedua anak luar kawinnya). Berdasarkan norma ke-
patutan dan kesusilaaan, walaupun kedua anak tersebut adalah anak lvar kawin, me-
rcka tetaplah anak kandung dari tergugat hasil hubungannya dengan penggugat. Dan
sesuai dengan JU Nomor 23 Tahun 2002, sudah seharusnya sebagai orang tua, ter-
gugat memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada kedua anaknya itu. Berda-
sarkan UU tersebut, terlepas dari statusn}a sebagai anak sah ataupun anak luar kawin,
setiap anak berhak atas perlindungan cleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Nega-
ra, Hak anak ini juga merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam
kandungan.'® Dengan demikian, atas dasar pelaksanaan Hak Asasi Manusia, tergugat
mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi kedua anak luar kawinnya.
Selanjutnya, sebagai salah seofang walkil rakyat seharusnya tergugat bersikap dan
bertingkah laku yang patut dan layak karena tindakannya itu akan menjadi panutan
rakyat dan akan dinilai oleh rakyat. Jadi tindakan tergugat yang melanggar janji untuk
menikaht penggugat dan melalaikan kewajibannya untuk bertanggung jawaﬁ terhadap
anak-anak Juar kawinnya merupakan suatu pelanggaran terhadap asas kepatutaﬁ. Dari
tindakannya itu maka hak-hak subjektif yang dimiliki oleh pengugat dan kedua anak
lvar imwinnya menjadi terlanggar.

Dengan tindakannya itu, penggugat juga telah mengakibatkan kerugian bagi
penggugat dan kedua anaknya, baik secara materiil maupun secara moril. Secara ma-
teriil, penggugat harus membiayai sendiri pemeliharaan dan biaya hidup kedua anak-
nya tanpa bantuan dari tergugat sebagai ayah biologis kedua anak itu. Akibatnya, ke-
dua anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan biaya hidup dan pemeliharaan yang
selayaknya mereka dapatkan. Sedangkan dari segi moril, penggugat harus menang-
gung malu karena telah melahirkan anak tanpa adanya ikatan perkawinan, dimana hal

ini menurut nilai moral yang berlaku di masyarakat dipandang tidak pantas. Anak

1% Indonesia (5), loc. cit,, Ps. 52 dan 53 ayat (2).
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dapat Kita lihat bahwa pengadilan telah mengambil keputusan diluar dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada dan telah membuat svatu penemuan hukum.
Penemuan hukum ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan lainnya terkait kesejahteraan, perlindungan anak dan hak asasi seorang
anak serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, kelayakan dan ke-
pentingan terbaik seorang anak.

Berdasarkan rasa keadilan sosial, kepatutan dan kelayakan ters-ebut, pengadi-
lan memutuskar bahwa hubungan hukum antara seorang pria dan scorang wanita ti-
dak terbatas hanya pada hubungan perkawinan yang sah. Pengadilan bersnggapan
bahwa walaupun suatu hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria tidak
dilakukan dalam suatu ikatan perkawinan melainkan dengan hidup bersama, hak dan
tanggung jawab dari pria dan wanita tersebut beserta akibat hukumnya menjadi sama.
Dengan demikian hak dan tanggung jawab antara tergugat dengan penggugat terha-
dap anak-anak luar kawin mereka secara hukum adalah sama. Mereka berdua mem-
punyai kewajiban yang sama sebagai orang tua untuk memelihara dan membiayai hi-
~dup kedua anaknya walaupun diantara keduanya tidak-pemah dilakukan suatu ikatan
perkawinan yang sah dan tidak pernah ada pengakuan yang sah dari tergugat terhadap
anak-anak luar kawinnya. Hal ini diputuskan oleh pengedilan semata-mata demi rasa
keadilzn, kepatutan dan kelayakan serta demi perikemanusiaan-dan perlindungan hu-
kum kedua anak luar kawin itu. Dan apabila kita kaitkan dengan ketentuan dalam UU
Nomor 23 Tahun 2002 maka putusan pengadilan ini sudah sesuai dengan asas kepen-
tingan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perlindungan anak yaitu bahwa
dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, ma-
syarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi

anak harus menjadi pertimbangan utama.
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BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU Nomor I Tahun 1974 definisi dari anak sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sali. Sedangkan secara
-a contrario dari definisi anak sah tadi, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah
dikenal atau disebut sebagai anak luar kawin. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 43 ayat
(2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang
mengatur perihal tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan Pésal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974,
mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 masih diberlakukan
ketentvan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan-ketentuan dalam
KUHPerdata.
Dalam Pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap
seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.
Dengan demikian pada dasarnya antara anak luar kawin dengan ayah dan ibu biologisnya
tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ite baru akan terjadi apabila ayah
dan ibunya tersebut memberikan pengaku'én bahwa anak luar kawin itu adalah anaknya.”
Akibat hukum dari pengakuan ini adalah munculnya hubungan hukum yang terbatas yaitu
hanya antara yang mengakui dan yang diakui.'® Namun Pasal 43 (1) UU Nomor 1 Tahun
1974 kemudian menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang
anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga
ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu. Akan tetapi pengakuan itu tetap
berlaku dan diperlukan untuk adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan

* Satrio (1), loc.cit., hal. 109.
1% 1bid, hal. 116.
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menjamin pelaksméan hak bersama dari hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar
manusia.'” Salah satu hal penting yang diterapkan dalam konvensi tersebut adalah
persamaan antara status hukum dari anak-anak yang lahir di dalam atau diluar perkawinan.'®
Apabila di Belanda sebagai negaia yang mewariskan KUUHPerdata kita saja sudah melakukan
perkembangan dalam KUHperdata mereka dan meratifikasi serta mengadopsi ketentuan-
ketentuan yang ada dalam ECHR ini, lalu apakah ketentuan mengenai kedudukan dan
petlindungan hukum anak [uar kawin dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia saat ini
masih relevan? Dibandingkan dengan perkembangan dan kemajuan di Belanda, ketentuan
mengenai anak luar kawin vang ada di Indonesia saat ini sudah tidak terlalu relevan untuk
dilaksanakan. Banyaknya perkembangan yang terjadi di masyarakat memaksa ketentuan
perundang-undangan itu untuk berubah mengikuti perkembangan yang ada. Jadi seharusnya
diadakan juga perubahan menganai ketentuan anak luar kawin di Indonesia sehingga status
dan kedudukan serta perlindungan hukum antara seorang anak .Iuar kawin dan anak sah
menjadi setara. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dapat

terpenuhi dan terjamin secara penuh.

. Dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 2142 K/Pdt/1989,
pengadilan telah melakukan penemuan hukum yang pada dasarnya melindungi kepentingan
seorang anak luar kawin. Dalam kasus tersebut, pengadilan memutuskan bahwa seorang ayah
tetap berkewajiban untuk memelihara dan membiayai hidup anak luar kawin, walaupun analg
luar kawin tersebut belum diakuinya secara sah. Padahal apabila kita lihat dalam ketentuan
yang ada, seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan
seseorang yang belum mengakuinya secara sah sebagai anak, termasuk dalam hak atas
pemeliharaan dan perlindungan sebagai seorang anak dari ayah biologis yang belum
mengakuinya secara sah sebagai anak. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat kita
lihat bahwa pengadilan telah memutuskan kasus dengan mengutamakan asas keadilan,
kepatutait dan kemanusiaan serta mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi seorang anak,

diluar statusnya sebagai anak sah maupun anak luar kawin.

195 Zulfa Djoko Basuki, loc.cit., hal. 73.

1% 1bid., hal, 74.
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Lampiran 1. Kasus Camp and Bourini v. The Netherlands

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

666
3.10.2000

Press release issued by the Registrar
JUDGMENT IN THE CASE OF CAMP AND BOURIMI v. THE NETHERLANDS

The European Court of Human Rights has today notified in writing judgment in the
case of Camp and Bourimi v. the Netherlands. The Court unanimously found that
there had been a violation of Article 14 of the Convention, taken in conjunction
with Article & {right to respect for family iife), in respect of Sofian Bourimi, the
second applicant.

Under Article 41 (just satisfaction} of the Convention, the Court awarded the
applicants 598,499 Netheriands guilders (NLG) and 50 cents for pecuniary and non-
pecuniary damage, and legal costs and expenses.

1. Principal facts

The case concerns an application brought by two Dutch nationals, Eveline Camp and
Sofian Bourimi, who were born in 1966 and 1992 respectively and live in Weert, the
Netherlands. : '

Eveline Camp was pregnant with Sofian and living in the Netherlands with Sofian’s
father, Mr Abbie Bourimi, a Moroccan national, when the latter died on 24
September 1992. Although this had been their intention, Ms Camp and Mr Abbie
Bourimi had not yet married; neither had Mr Abbie Bourimi officially recognised the
unborn child Ms Camp was carrying. Mr Abbie Bourimi left no will and according to
the legal provisions in force his parents and siblings inherited his estate and they
subsequently moved into the house which had been owned by Mr Abbie Bourimi.
Ms Camp complained through the Dutch Courts and on 4 June 1996 the Court of
Appeal struck out the case after an agreement was reached under which Ms Camp
would leave the house with Sofian. The applicants complained about the fact that
the ties between Sofian and his father and the latter's relatives were not legally
recognised until Sofian had been declared officially legitimate two years after his
birth. This declaration lacked retroactive effect to the time of Mr Abbie Bourimi’s
death, as-a result of which Sofian was not recognised as the heir to his father's
estate, which included the home where he and his mother had been living.

2. Procedure and composition of the Court
The application was lodged with the European Commission of Human Rights on

18 August 1995, Having declared the application admissible, the Commission
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(lanjutan)

adopted a report on 23 April 1999 in which it expressed the unanimous opinion that
there had beer no violation of Article 8 of the Convention, taken alone, either in
respect of the family life between the two applicants or in respect of Ms Camp'’s
family life with the relatives of Sofian’s father, that it was not necessary to examine
under Article 8 of the Convention, taken alone, Sofian’s complaints relating to family
life with the relatives of his father, and that there had been a violation of Article 14
of the Convention, taken together with Article 8, in respect of Sofian. It referred the
case to the Court on 15 September 1999. The applicants also brought the case
before the Court on 12 August 1999,
A hearing was held on 6 june 2000.

Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

Elisabeth Palm (Swedish), President,
Wilhelmina Thomassen {Dutch),
Luigi Ferrari Bravo? (italian),
_Riza Titrmen (Turkish),
Josep Casadevall {Andorran),
Bostjan Zupandic {Slovenian),
Tudor Pantiru {Moldovan), fudges,
Andras Baka (Hungarian}, substitute judge,
and also Michae! O'Boyle, Section Registrar.

3. Summary of the judgment®

Complaints
The applicants complained that their rights guaranteed under Articles 8 and 14 of

the European Convention on Human Rights had been breached.

Decision of the Court

Article 8

The Court considered that the initial absence of legally-recognised family
relationships between Sofian and his father did not constitute an interference by the
public authorities with the family life between Ms Camp and Sofian, nor between Ms
Camp and the relatives of Sofian’s father. it did not find that obstacles to the
development of those ties were imputable to an action or lack of action on the part
of the Netherlands authorities. The Court further observed that the complaint in
respect of the family life between Sofian and his father’s relatives fell more
appropriately to be examined under Article 14 of the Convention taken in

conjunction with Article 8,
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Article 14 in conjunction with Articie 8

The Court observed that Sofian, who did not obtain legally-recognised family ties
with his father until he had been declared legitimate two years after his birth, was
unable to inherit from his father unlike children who did have such ties either
because they were born in wedlock or had been recognised by their father. This
undoubtedly constituted a difference in treatment between persons in similar
situations, based on birth. According to the Court’s case-law, very weighty reasons
need to be put forward before a difference in treatment on the ground of birth out
of wedlock can be regarded as compatit:le with the Conventiori. The Court observed
in this respect that there was no conscious decision on the part of Mr Abbie Bourimi
not to recognise the child Ms Carp was carrying. On the contrary, he had intended
to marry Ms Camp and Sofian had been declared legitimate precisely because his
untimely death had precluded that marriage. The Court could not accept the
Government’'s arguments as to how Mr Abbie Bourimi might have prevented his
son’s present predicament and considered Sofian’s exclusion from his father’s

inheritance disproportionate.

Article 41
The Court awarded the applicants NLG 560,844.75 for pecuniary damage, to be held

by Ms Camp for Sofian; NLG 6,750 for non-pecuniary damage and NLG 30,904.75 for
costs and expenses together with any value-added tax that may be chargeable, less
the amounts received by way of legal aid fram the Council of Europe.

The Court’s judgments are accessible on its Internet site (hitp://www.echr.coe.int).

Registry of the European Court of Human Rights

F — 67075 Strasbourg Cedex

Contacts: Roderick Liddell {telephone: (0)3 88 41 24 92}
Emma Hellyer {telephone: (0)3 90 21 42 15)

Fax: (0)3 88 4127 91

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg in 1959 to deal with
alfeged violations of the 1950 European Convention on Human Rights. On 1
November 1998 a full-time Court was established, replacing the original two-tier
system of a part-time Commission and Court, -
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PUTUS AN

Reg.No. 2142 K/PDT/1989.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

) MAHKAMAH AGUNG

erikag pe?kara perdata dalsm btingkat kasasi

eh mengambil putusan sebagai berikut dalam

rkara

. IKRAR DESRINA FMMA, bertempat tinggsl
di Jalan Praja F/4 A Kebayorsn Lama
Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili
oleh kussanya : RUSDI NURIMA S.H. dan
TUMBU SARASWATI, S.H. berdasarkan surat
uasa tanggal 29 Maret 1989, pemohon
kasasi dahulu penggugat lkonpensi/tergu-
gat rekonpensi pembanding ;

me l awan

DRS. NUGRAHA BESOES , bertempat ting-

gel di Jalan Taman Alfa Indah Blok A IT
No.18 Joglo Jakarta Barat, termohon lka--
sasi dalulu tergugat konpensi/penggugatb
rekonpensi-terbanding ;
Mahkamah Agung Gersebut ; '
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, ?ahwa dari surgt-surat tersebut
ternysta bahwa sekarang pemohon kasasi sebagal peng~
gugat ssli telah menggugat sekarang termohon kasasi
sebagni tergugat-tergugat asli dimuka per-:idangan
fengadilan_ﬂageri Jalcarta Selatan pada polkoknya atas
dalil-dalil :
bahwa.pada bulan Nopember 1979 tergugat asli
yang ssat itu menjabat Sekjen DPP AMPI, bevﬁemq dengan
penggugat asli dalem kegiatan di DPP AMPI, pertemuan

demi ..eeen

) PR - B i i e N

Perlindungan hukum..., Amanda Mayasari, FH UI, 2010.

¢ — . ————————
- R .




[

demi pertemuan berlanjut menjadi lebih intim', dalam mana

bargugat asli mambhjuk penggugat asli untuk menikeh dengsn

rto mau memberi kefturunan baginya oleh karena istri

gat aeli tidek dapat memberi keturunan., tergugat

nya.

Akhirnya hnpungnn tergebut membuahlkan 2 anak. )
(Kronologié ini pecara lengkap dibuat oleh penggugat asli
yang dilampirken sebagai bukti 1.2 );

bahwa sebagaimana yang tolah dipaparkan tersobut
diatas, setelah lahir 2 orané anak, janji-janji untulc
menikehi serta bertanggung jawab pada 2 orang ansgk terse-
but tidek pernah dirsalisir oleh tergugat asli ;

beiwd Janji tergugat asli selolu ditunda dengan alassn

sibuk atau " nanti saja " karena akan mempengaruhi karip
dalam pemilihan Anggota D.P.R. dan lain-lain ;

bahwa penggugat asli sangat percaya alasan-alasan
tergugat asli kersna tergugat asgli selelu datang dan mem-—
beri nafkah secukupnysa ;

Ibahwa dari hasil hubungan dalam pergaulan intim
ifu lahirldeh 2 Orang anak, maglng-masing bernama :
1. Hatahari Dinarsih Theodora (perempusn) lahir 4i -

Jakarta 2 HMei 1982 ; _

2, Galih (lalcd-1aki) lahir di Jakarta 26 Marel 1986 ;

bahwa tergugat asli seleln mengelak apabila peng-
gugat asli meminta agar btergugat asli mengurus Akte ke-

* 1ghiran analknys, dimana akbte tersebut merupakan akbe

otentik yang sangat diperlukan unbui anak-anak tersebut

gung melangkah menuju masa depan ;

HANWE coenosnans
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bohwa penggugat asli par;aya dan yalkin gkan dini-
oleh tergugat ﬁali sesual dengan jan jinya, berhubung
agama Islem dibenarkan seorang suami mempunyai lebih
agorang lstri j%ka tidak mendapat keturunan sesuai
'?37f-y.g—ﬁndang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 4 yang
4;;unyi s -
gyat 1 : - Dalam hgl seorang suami akan beristri lebih dari
seorang, sebagaimana tersebut delam pasal 3 (2),
maka da waJib mengsjukan permohonan kepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;
ayat 2 : - Pengadilan dimaksud delsm ayat 1 pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang alan
beristri lebih dari seorsng apabila :
a. Tstri: tidsk dapat meﬁjalankan.kewajipannya se-
bagai istri. )
b. Istri mendapat cacad badan abau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan ;
¢. Ystri tidak dapat melshirkean keturunan ;
bahwa dengan demikian jelaslah tergugat asli telah
dengan gengaja melakulcan perbuatan melanggar hukum,
Tergupgat asli tidak mawv menikahi dan bertangrgung jawab
dalam hal memberi nafkah dan kasih sayang secera rutin ke-
pada penggugat asli dan kedus anaknya. Hal ini terbukti
karena tergugat sali tidsk perneh mengajukan permohonan
ke Pengadilan untult menikahi penggugat asli, meskipun
menurut pasai 4 Undang-Undang Perkewinan No,1/1974 diberi
ksgampatan kepads prie yang mendapat halangsn dalam per -
kawinan antara lain tidek memperoleh keburunan, untuk me-
minta izin Pengadilan bila skan beristri lebih dari satu ;
bahwa apabila perbuatan tergugat sasli yang tidak

bertanggung ....
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g pria untul melalcukan hal yeng sama, yang merendah-
derajat wanita yang dijamin oleh Undang-Undang Perka-
an yang berakibat okan lahir ansk-anak cacad psycholo-
8, yang dapat menjasdi pelaku tindal loiminil sebagaimana
digebut dalam buku mengenai dishdrmoni leluarga dan broken
home, dikutip dari : “
~ Diktat perkulishan IKIP Bandung dan
- Bulu Latar belakang Kenakalan anak " Drs. R, Sﬁmanjuntak,
3.1, ;
behwa perbuaﬁan tergugat asll terhadap penggugst
asll yang mengakibabkan lahirnys 2~Erang anak diluar nigah
aan tidak memberilcan ketentraman 1ah;;~;;thin penggugab
asli dan kedua analmys adslah menyslsehi G.R.H.N, dimana
. salah satu tﬁjuan pokok darl Pembangurian Nasional adalah
membinen generasi penerus menjadi manusia Indonesia seutuh-
nya yang berjiwa Pancasila, beriman dsn bertaqwa kepada
Allal» S.W.T., caltap, trampil, memiliki kepercayaan diri
den berguna bsgi nusa dan bangsa, yang berarti gnak-anak
yvang merupakan harapan bangsa dilahirkan oleh kedun orang
tuanys secara sehet badaniah maupun rohaniah serta menda-
pat pendidiken yang lasyak, ketenbramen dan kasih sayang ;
bahw; perbuatan tergugat asli terhadap penggugat
a8ll juge melanggar azas kepatﬁtan dalam masyarakaet, tergu-
gat asli.yang bertugas asbagel wakll rakyat sudah seharus-
nya. bersikap dan bertingkszh-leku yang patut den layak la-
rena rakyat akan menllai ;
bahwa perbuatan tergugat asli ysng menyia-nyiakan

pengpugatb .asli dan kedua orang ansknya yang masih dibawah

umwn a4 avean

- - - --—--————-v“‘.'\l,w--—-l-—'*w—“«- — e L

r -

Perlinduﬁgan huk_um..., Amanda M'ai/asari, FH UI, 2010.




umur dan masih memerlukan perlindungan dan bimbingan bailk

lehiriah maupun bathiniash darl orang tuanya terutame dari

tidak terpuji. Jelas terlihat bahwa tergugat asli

bartindalk semena-mena tidak sesuai denmgsn jiwa Pan-

:;" iJa, dimana tergugat asli telah meninggalksn tanggung
af: nra

bahwe pada tanggel 25 April 1987 tergugat asli telah

"
F

berjanji menjemput penggugat asli dan kedna orang anaknya
untuk menempati rumhh kontrek ysng baru, tetapi ternyata
sampal Jatth malam tidak muncul dan sampai saat ini tergu-~
gat asli tidek pernah datang untuk menjenguly maupun mem--
beri nafkeh bagi penggugat asli dan kedua orang'anaknyn g
bghwa apabila kita menoleh kepada penggugat asli
sebﬁgai ibu dari 2 ofang anslmya yang diperolehnya sebagai’
buah kasih dari tergugat asli, Sebagaimans layaknya orang
tus seorang ibu yang melahirkan merelra ada instink yang
luat pada dirinya untuk memelihara, merawat dan mengasuh,
melindungi serta membesarkan mereks ini adalah naluri
hidup yang wajar. Dan naluri ini terganggu, tertekan hidup-
nya karena ulsh tergugat agli, la menjadi gelissh, dan apa-
lagi intensitas kegelisahan memuncak ini akan membahayakan
keosehatan baik jesmani maupun rcohaninyas. Dan alkibatnya sa-
ngat merugikan pengguget ssli kerena penggugat asli menjadi
tidak teneng dalam mencari nafkah, apekeh pengguget asgli
adalah pencari nafkah tunggal bahi kedua orang anaknya yang
diperoleﬁ deri tergugat asli. Karena keadasn tersebutlah
penggugat asli mendapat nafksh yang jumlahnya tidak mencu-
lkupi bailk untuk dirinya sendiri maupun kedua anak tersebut ;

bahwa . eewese
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behwa oleh karena hal tersebut diatas aﬁdah selayak-

tidak diberi kesih sayang yang cukup dan uang uaflkah atau

biaya hidug : ‘

' bahwa tergugat asli Gelah menghentikan uang naflkahn
sebesar Rp. 1.000.000,- perbulen sejak April 1987 yang di-
gunaken untuk blesyas hidup pengguget agli dan anak-analnya,
Dan dari selkditar bulan Mei 1987 hingga sekarang semenjalc
gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jekarta Selatan,
penggugat asli telah mengeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-
berupa bisys hidup untuk snak-aneknya dan penggugat aali ;

bqhwa oleh karena iftu penggugat asli dan kedua orang
anaknya berhak menuntut ganti rugl kepada tergugat asli

yang perinclannya adalah sebagai berilut :

- Biaya yeng telah dikeluarkan semenjak ditinggel atau di-
hantilcan Qleh terguget asli yakni biaya hidup dan lain-
lain, sekitar bulan Mei 1987 hingga gugatan ini dimasuk-
‘kan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bulan September
1987 sebegar :

- Untuk penggugat aslil 5 x Rp. 500.000,-" = Rp. 2,500,000,-
abau U$ 1.517 ;

= Untuk ke dua anaknya 5 x Rp. 500.000,- = Rp. 2.500,000,- :

atau U$ 1,517 ;
bahwa atas perbuaten tergugat asli sehingma lahir
2 orang enalk dari_penggugab asli maka sangat wajar jika il

penggugat ..... - t
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penggugat asli menuntut ganti kerugian untuk :

S b eugat asli sebesar Rp. 100,000.000,- atau US § 60.643.

+
7

1, Biaya yang telah dikeluarkan penggugat asli per bulan:

Mei 1987 sampsi dengan September 1987 .
i

sdnlah gsebesar Rp, 5.000.000,-
2, Tuntutan ganti rugi penggugat Rp100,000,000,=~
= Kedus anaknya Rp150,000,000, -

Jumlah keselurubannya Rp2d55.000,.000,-
atau US $ 154.640 atav denman pembayaran cicilan
gebegar Rp. 5.00.000,- atau US $ 304 kepada penggugat
asli, den Rp. 500.000,- atau U.S. $ 304 kepada keduas
ansknya yang skan digunaken untuk bisyz hidup dan
pendidikannya

-bahﬁa sangat walar jika tergugat asli memberi

«w % nafkeh kepada penggugat asli dan ansk-anaknys karena

aaéara yuridis tidak mengrenggu hartn bersama yang dalam
Bukum Perdate dalsm pasal 119 menyatakan " Mulai saat
perkawinsn dilangsungkan demi hulm berlsku persatuan
bulat antara kekayaan”auami iatri .....dst....,

behwa dengan demikian jelaslal bahwa tergugat
asli telsh melakukan perbuatan melanggar hukum {onrech-
metige daad)}, sehingma cukuplash alagan Pengadilan Negeri
dakarta Selatan untuk dapst. mengabulken gugatan penggugzst
asli H

bahwa gugatn ini berdasarkan fakta-~fakbta yang
sebenarnya terjadl dengan penggugat amsli dan fergugsat

291l .iiiieeen
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3airal memberi nafksh dan membiayal kedus anaknya ;

-8 -

asli dan didasarkan puls pada tuntutan rasa Keadilan adalah

bahwa berdasasrkan hal-hal tersebut diates penggugat

asli mohon pads Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mem-

berikan putusan sebagai_berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2, Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar
huloum

3, Menyataken kecdua gnak yang masih dibawah wnur, yaitu :
- MATAHART DINARSIH FHEODORA

‘dan
-G ALIH
adalah snak-anak bergugat diluar perkewingn.

4. Menghuicum tergugaet untuk membayar ganti kerusian kepsda
pengguget sebesar Rp. 102.500,000,- (seratus dua juba
lima ratus ribu rupiah) atau US § 62,159 (enam puluh
dua ribu seratus lima pulup sembilan dollar Amerikas
Serikat}.

DQENEEEEEE_Egdua~§EEEnya sebegar Rp. 152,500,000, -
(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
atau US $ 92.481 (gembilan puluh dua ribu empat ratus
delapsn pulub satu dollar Amerika Serikat).

Atau dengan pgmbayaran cicilan sebesar Rp. 500,000,-
(lima ratus ribu rupish) akau US $ 304 (tign retus =
empat dellar Amerika Serikat) untuk penggugat dan
kedua snsknya sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu

rupiah} ,....

- . - ma o, N — ey,

Ffef'linaungan hukum..., Amanda Mayasari, FH Ul, 2010. °

) ) T s e '
. L A —— e PN
. C




rupiah) atau US $ 304 (tige ratus empat dollar Amerika
Serilkat) ssmpal lunas dari ganti kerugian,

aghukum tergugat untuk’ﬁambayar biaya perkara;
:pabila'Pengadilan Negeri Jskarta Selatan berpen-

lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

dalil-dalil sebagei berikut :

bahwa penggugat asli sebelum mengajukan gugatan telsgh
melakukan tindakan-tindakan yang menteror kewibawaan dan
karder tergugat asli sebsgai pengurus DPP Golltar, anggota
DPR/MPR dan Sekretaris Umum PSSI, terutsma monjelang pe-
lantikan tergugat asli sebagai anggota DPR/MPR R.I. priocds
1987 -~ 1992 tanggal 10kbober 1987.yang lalu dan menjelang
Kongres PSST H

bahwa adapun cara yang dilskukan oleh pengrugst

asli uvntuk hal‘terse_but diatas adalah dengan membeberkan
dan mempubliksgikan kasus ini melslul surat-suratnya le-
pada organisasi-organisasi maupun instansi Pemerintah
(bqkti T.1) serta dengan mengadaekan konprensi pers, sehing-
ga kasus Iinl dimuat secara utuh ‘di media massa sesuai

dengan opini yang diberikan oleh penggugat asli (bukti T,2)

-

bahwa penggugat asli méngajukan gugatan pada tang-
gol 16 September 1987, namun nebelum gugatannya diperiksan
oleh Pengandilan, penggugat asli dengsn memperbanyak gugzat-
annya memb#gi—bagikan kepada para wartawan dengan disertai
melskukan serangkaian wawancara, sehingga dari penerbiian-~
penerbiten yang dimuat oleh modia massa, jelas memojoklian
kedudukan tergugat asli yang dapat menciptekan opini yang

sesat bagl masyarakat.

Dengan ....eeuveses
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Dengan demikian penggugat asgli bersama-bers telah mengal

tokoh masyarakat, sehingpge dengen demiklen pengguget

agll telah melaluken perbuaten melewan nukum (pasal -
1365 KURP )} 3
bahwe karena itu terguget asll berhak menuntut
ganti rugl ates keruglan ﬁoril.yang diderltanyas kepada
penggugat asli sebesar Rp. 300.000.000,~ ; '
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diates, maka
tergugat agll mohon kepads Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan untuk memberikan putusen aebagai herikut :

1. Mengabulkan gugetan rekonpensl dari penggugat relon-
pengl9tergugat rekonpensi untuk seluruhnya ;

2. Menyataken tergugaet rekonpensi/pengguget rekonpensi
telah melakuken perbuatan melawen hukum ;

3. Menghukum tergugat konpensi/penggugat konpensi untuk
menibayar gentil kerugisn kepade penggugat rekonpengi/
tergugat konpensl sebegar Rp.300.000.000,- {(tiga -
ratug juta rupiah) ; ’

4; Menghukum tergugat rekonpensi/penggugat konpensi
untuk membayar biaya perkara ;

bahwa gugatan tersebut teleh ditolsk oleh P;nga-
dilen Negerl Jakarta.Selatan telah mengembil putusan,
yaitu putusannyas tanggel 25 Mei 1988 No. 287/PDT.G/ -
1987/PN.JKT. Sel. ;

putusan .....-

C e w e maa - LA L p— LT A p——— -

T ) U g e

- * -

P_eflinc:'iungan hukum. .., Amanda'Mayasari, FH UI, 2010. .~ %

- . —




- A L - r—— iy

- 11 -

putugan mena delam tingket bendlng atas permohonen
ugat telah dikuatkanfoleh Pengedilan Tinggl
dengan putusannya tenggal 25 Nopember 1988

/¥DT/1988/PT.DKI. ;

terhadapnya oleﬁ pengguget pembanding dengan peranta-
rean kuaganys, berdassrken sural kuese tenggel 29 Maret
1989 diejuken permohonan kasasi gecara lisan pada teng-
gal 5 April 1989 sebageimana ternyata dari akite permo -
honan kasesl No.038/KAS/PDT/1989/PN.Jkt. Sel. yang di-
buat oleli Penitera Pengadilan Negeri Jakerta Sel&tan,
permohonan mana kemudlien disugul oleh memori kasasil
yang memuat alagan-alagan yang diterima 41 Keponiteraan
Pengadllan Negeri tersebut pada tenggael 18 April 1989 ;

behwa geteleh 1tu oleh tergugat-terbanding yeng
pada tanggel 26 Mei 1989 telah diberitahukan tentang
memorl kasgasl derl penggugat pembanding diajukan jawaben
memori. kasasl yang diterima di Kepanitersan Pengadilan
Negeri Jakarta Selaten pade tanggal 9 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi terezbuit be;
gerta élasan—alasannya telah dlberitahukan kepada plhak
lawen dengen saksama diajukan delam tenggang walttu dan
dengan cara yang difentukan dalam Undang-Undang, meka
oleh karena itu permohonan kasasi texrsebut formil dapat
diterime ; )

Menimbeng, bahwe keberatan- keberaten ysng di -
ajukan oleh pemohon kasasl dmlam memorl kasasinya ter-
seput pade pokokuya lalah :

1. Bahwa putugan Pengadilen Tinggl & quo hanya memutus

dalarﬂ LRI NI R

- . .t - - - "'_"“'""'—-".1"-""—‘“—“"-""—@"- P
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dalam konpengl, tapi tidak dalam rekonpensi.

-, 7

telah dilskukan Pengadilan Negeri, sehingga putusan
demikian hendaklah dibvatalkan oleh Msahkamah Agung ;

2. Putusan Pengsdilen Tinggi harus dihatnlken karena
kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd).
Putusan Pengad?lan Tinggi hanyz menguatkan begitu
seja putugan Pengadilen Negeri, tanpa mengadakan peme-
riksgan ulang den tanpa membahas keﬁeratan-keberatan
dalem memori banding itu satu pergatu ;

3. Bahwa Judex Iacti dari Pengadlilan Nageri dan Penga -
dilan Tinggi tidak telitl kerenm keberaten-keberatan
deri pemohon kasesl sama sekali tidek diperhatikan
dan tiﬁak digertal alasan ysng cukup.

Behwa judex factl deri Pengadilasn Negeri dan Penga-
dilen Tinggi henye terpaku pada magaleh iketen per-
kewinan antera pemchon kasgsesi dengan iermohon kasasi
yeng tldek ada sehingge berakibat tidak ada kewajiban-
dari {termohon kagasi untik memenuhi natkeh maupun
pendidikan enek-anek tersebut (pasel 43- ayat 1 Undeng-
Undang No.1 tahun 1974) judex Iacfi Pengadilan Tinggi
{idek melihat pade pasel 4 ayat 1 dan 2 Undeng-Undeng

Neo.1/1974 yang memberi peluang untuk dapai beristrl
lebih dari seorang, apabila istri tidek dapat memberi _
keturunan, dengen mewajibken suami delsm hal ini

termoﬁon kasasl untuk mengejukan permohonan kepsada

Pengedllan aeevns

P PR - = — o
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Pengadilan yeng jelag termohon kasasi telah dengan

melanggar hukum yang diertikan bahwa termchon kasasgi
henya berdlam diri saja tlidak melakukan hel yang te-
lah diberiken peluang o¢leh Undang-Undang.

Ini terbukti termochon kasesl tidek pernah mengejukan
permohonan ke Pengadilan untuk menikahi permohonen
kasasi.

- Baehwe yang lebih penting dan diperhatiken buken
henya janji sken dinlkehi, nemun yang lebih penting
dari semua itu akibat deri jJenji tersebut dean kenya-
toan yeng ade, yeng diketr;hui dengan pasti adalah
tidaek mungkin suatu akibat begltu seja tanpa ade
sebab dan terbukiti secara nyata elkdbat dari janji
tergebut yaitu dengaen lahirnya dua orang enal ;

- Behwa Jjudex factl tidek teliti delem memberiken pex-
timbangan-pertimbangan hukum, hanye melihat dari segi
tidek adanya ikatan_pefkawinan saéa. Ada tidaknya
Ikatan perkewlnen tidek berarti termohon kesasi tidak
dapat diminta petanggungan jewab skibat dari hubungan
tenpe menikah yang akibafnya hanye dibebankan pada
satu pilhek gaja yakni pemohon kesasi .. Pada hal ke-
majuan zaman menuntut behwa wanite tidak jadi obyek
leki-laki fetepi adanya peraemmen hek " Perbuatan
gama dibuat v, tanggung jawad same dipikul ",

-~ Behwa judex facti tidak teliti dan tidak mengembil

pertimbangan «.....

3 -
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pertimbangan tenteng keterangsn saksi—sa}_'cai dibawah sum-
ang telah membuktiken behwa termohon kasasi menga -
arg nyata dan Jjelaz bahwa aﬁa.k-—anak yang dilahir--
ohon késasi adaelah anak kandungnya'; -
putusan Pengadilen Pinggl mengandung kontradiksi
glamn éirinya gendiri (imerlijke tegenatrijdigﬁeid).
Bahwa Pengedilen Tinggl setelsh menguatken putusan Penga-
dilan Negerl begitu seja, kemudian memberikan tembehan
pertimbgngan hukum, bshwe karena pemohon késégi adalah
georeng maheglswl, sktivis dalam organisaei AMPI dan
mengetahui termohon kasasi telsh mempunyai igtri tentu-
nye/semestinye menge teahui segala regiko yang dihadapinya
dengan hidup bergama dengan terguget asli tanpa 1katan
perkawinan (kumpul kebo).
Bghwa disatiu pihek Pengadilar Tinggil mengoper dan mengu-
atken begitu saja putusan Pengedilan Negeri, menerima
pertimbangan hukum dalem putugan Pengadilan Negeri, bahwa
sntara pemchon kasagl dengan termohon kasasi tidak ada .
hubungan hukunm.
Dilain pihek Pengadilen Tingpgi mengakuil pemohon kasasi
dan termohon kesesi kini telah hidup bersame (kumpul kebo),
sehingge bagaimenapun juga antara mereka telah terjalin
hubungan hukum sebagsil patne; kumpul kebo, oleh karena
hubungan hukom aﬁtara pris dan wenita tidek terbatas
kepade hanya hubungan perkawinen sasja.
Sebagai perbandingen dimochon perhatien bahwa di Amerike
Seriket jika seorang istri bercerai dari sueminya ia
berhak menerima nafkeh untuk hidup (alimony) dari bekas-
suami, tapl kini telsh timbul istilah hukum barn untuk

kewajlben leki-laki memberl nafkeh hidup kepada seorang

wanita ecsecevo-

- "
. - - !
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wanita yang pisah kumpul kebonya, yaitu " Palimony ",

decara harfiyeh den sempit, dan tidak manueiawi,
: ‘bahwa. ¥ anek yang dilahirken diluarperkawlinen

luargs ibunya ", Namun demlkien dilupekan bshwe berasas
ayat 2 * Keduduken enak tersebut ayat {1) selanjutnya
akan dietur dalem Persturen Pemerintah .
Memeng benar Peraturan Pemerintah tersebut hingga kini
belum ada, yang sudah pastil merugiken peran anek yang
1aﬁir diluar perkawinan 1tu, gedangken mereka sama sge-:
kati tidek berdosa Dleh karena itu bagelmenapun juge
menurut pemohon kasesi, ayat 1 pasal 43 itu tentunya .
tidek aeh&:ruanya ditafsirken secara horfish begiiu éaju,
gsebagaimane teleh dilakuken oleh Pengadilan Tinggl/
Pengadilan Negerd, apelegl kalau diingat adanya ayat—
ayat yaﬁg qenjanjikan bahwe keduduken anek diluar perkawin
an itu maéih harus diatur dalam suatu Peraturan Pemexrin-
tah ;

~ Dalam hubungen diatas ini, mengingat peranen Mshkameh
Agung sebagai pembentuk hukum melalui yurisprudensi,
dimohon ager melelui yurisprudengi., dimohonkan ager ke=
kogongaen 1tu dilsi oleh suatu puiuasen Mahkamah Agung,
yang mendshului aéanya Peraturan Pemerinteh yeng menga-
tur lebih lanjut kedudukan anpk yeng ilehir diluer per-
xawinen itu, memberiken interprestasi yang lebih luas
terhadap pasal 43 (1) Undang-Undeng No.1/1974 yeng sifat-
nya lebih manusiawi terhadap nasib angk diluar perkawinan

itu, baik untuk kini maupun untuk mess mendatang ;

Menrult eevevavncs

PO - - ——— T =T - T e e e e - g« <+ L
o = e R
. . . by ) .

Pgrl.in‘dzljngan hukum.., Amanda 'Mayasari, FH UI, 2010. - .



6.

- 16 -

Menurut hemat pemohon kagasi, istilah " hubungan.

erdata " dalem pesal 43 (1) Undang-Undang No.1/
%\4 itu, seyogianya diertiken entara lain bahwa

éfsg ang enak yang lehir diluar perkawinan tidak

thak menggunekan nama kelusrge deri ayah bialp. .

» S . . . . .
#/gisnys, tapi ayah biologis itu tetap berkewaaibap

menberiken nefkeh hidup ﬁagi anak-anak tersebut,
hingge mereka mencapal usia dewasa, gcbagaimena
dituntut oleh pemohon kasesl dalem perkara sekarang
ini ;

Pengadilen Tinggi melanggar hukum tidak tertulis
dengean tidek mengindahkan unsur keadilan dan perd-
kemanusiaan.

Perlebih dehulu dimohon perhatian tentang edanyg

yurisprudensi Mahkamah Agung tenggal 7 Maret 1856

No. 151 X/8ip/1955 yang antara lain berbvunyi

" Keberatan pemohon kesasi yang mengatakan Pengadilan
tldek- mengindahkan keadiian sogial dan perikemanusien,
dapat diperhatikan gelaku hal mengenai hukum tidak
teritulis, ekan tetapi hanye apabila diuterakan pe-
riatiwa-perisiiwa tertentu yeng dienggap melanggar
keadilan scginl den prikemenusiaan ;

Kemudian mechon perhatien lagi Mahkamah Agung menge-
nei urseien tentang penambaﬁan pertimbangan hukum

oleh Pengadilan Tinggl téfhadap pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri.

Delam hel ini pemohon kasasi ( yang adeléh weanita

den yeng juge bertindek untuk dan atas nama kedug

angknya yang lahir diluar pexrkawinan dengan termo-

hon kasasl) senget merasa sedih sekeli dan perha-~

tien dengen penambahan pertimbangah hulkum dari

Pengadilan ....

-3
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Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini, yang

A0 kebetulan (7) ketiga-~tigenya adalah hekim-

kepentingen pemohon kasael sebagai'wanita (beserta
kedua enaknys yang lshir diluar perkawinan), tetepi
malahan menimpaken seluruh kesalahon kepadae pemchon
kagasi yang harus memikul sendiri seluruh akibet hu
bungan kumpul kebe dengan {ermohon kasgasi ;

Mungkin gekali judex facti Pengadilan Tinggl iiu ter
pengaruh oleh tema simposium yang belum lamae ini banyak
diadakan di Jakeria den lain-lain tempat tentang

" The other ﬁomen " yeng diesnggap pengganggmu perkawinen
wanlita lein den ingin merebut suami wanita lain itu.
Perlu ditegasken disini gebegaimena diuraiken delam
gugatan dan memorl banding, untuk memenuhi begian akhir
deri Yurisprudensi Mashkameh Agung yeng dikutir diatasg
bahwa pemohon kesasi sama sekall tideai menuntut agar
termohon kagesi menceraikan istrl pertamanys.

Termohon kegagilah yang mendekati pemohon kesssi dengan
menyatakan, bshwe ia ingin sekali mendapat keturunan
yang tldek didapatnya dari lstrinya dan pemchon kaseal
rela mengorbanken keguclennys untuk memberiken keturunon
tergebut kepada termohon kasagi, sekalipun jika kemu -
dian henys menjadi istri kédua {(dimadn) seje ;

Untuk berkumpul kebo diperluken georang wanite den se-
orang pria. Mengepa skibat kumpul kebo ini henye herus
menjadi beban plhek wanite saja ? Sebaliknya dari penam-

behan pertimbangan hvukum Pengadilan Tinggi tentunya

dapat s.....
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dapat dikemukaken juge behwa termohon kasasi sebagai
¢ Dokfoandus Keluaren Perguruan Tinggil sehinggs
&)\ terhormat dalem masyarakat. (anggota D.P.R/

regiko yengz dihsdapinye dengan hidup bersame dengan
seorang wanita yang buken i1sitrinya, sehinggs ekhirnya
membushkan 2 orang ansk. Adalah adil wajar dan berpri
kemanugiaan apabile termohon kagesi Juge sebagel ayah
biologie: dari kedua anek itu harug turut berkewajiben
membleysal hidup kedus anak tersebut sampai mereka men-
capal usia dewasa. Ituiah kiranye yeng dimeksud dengen
kedellan sgosisl dan perikemanusiaen yang diakui sebagai
hukun tidak tertulis dalam yurisprudensi Mehkemah Agung
yeng dikutip diatas _

~ Behwe puitusan judex facti henya berdasﬁrkan alagan-—-elasan
hukum yang'berlaku dengen tidek mengindehkean rase ke -
gdilan gosial dan perikemanusiean Gugatan diajuken ke
Pengadilan’bukan semata-mata dlharapkan penetrapan
hukuwn nanun paling utama asdalah mengharapken keadilean.
Jangan karena Undeng-Undang menyatakan behﬁa anak yang
lahir dlluar perkawinen henye mempunyal hubungen hulum
dengen ibunye buken berarti tanggung jaweb hanys pade
wenlte yang mengendungnya lalu bapak blologisnys lepas
begitu srje sken tanggung jawabnya dengan berlindung
dibelik perkawlinen resmi yeng telah dilaktsansken ;

- Bahwa judex facti tidak mengindaehkan keadilan gosilal
dan perikemanusisan dengan tidak mempexrhatikan ezas

kepatutan dalam masyarakat, dimena termohon kasasi.

gebagel asevseva
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sebagal orang ysng bertugas sebagai wakil rakyat sudah
karense rakyat akan menilai dan melihat ;

e perbuatan termohon kasasi menyia-n&iakan pemohion

ki dan kedua orang anaknys yang masih dibawah umur

shiriah bsupun batiniah dari orang tuanya terutama dari
ayshnya, adalsh merupakan suatu perbuatan yang sangat
tidak patut den sangat tidak terpudi ;

Jelas terlihat termohon kasasi teleh bertindak semena-
mena dan tidak sesuai dengan' jiwa Pancasila, dimana
termohon kasasi telah meninggalkan tanggung jawab yang
merupakan kewajibannye yang harus dijalankan :
"Menimbang :

mengenai keberatan ad. 3.

bahwa keberatan ini dapat dibenarksn oleh karena Judex
Tfacti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangsan sebn-
gai befikut :
~ behwa deri dalil-delil gugatan penggugsat asal, apabila di-
hubungkan dengan petitum gugatan makﬁ Fang dimasksud pengmu-—
gat asal dengan perbuatsn meléwan hukum delam perkara ini
adalsh perbuatan tergugat asal yang mengingkari janji
ﬁntuk mengawini penggugaﬁ asal ; / ' '

-~ bahwa dari keterangan para saksi serta dihubungkan dengan
fakta kenyatsan, memang terbukti telsh Yerjadi suatu
hubungan antars penggugat esal dengan tergugat asal dimana
selama bhubungan tersebut tergugat assl telah memberikan
gikap dan pefhatian yang besar kepada penggugat asal yang
melebihi siksp dan perhatian sebagal seorang sahabat antara
lain tergugat asal karena dalam perkawinannya tidsk dilea-
runiai seorsng anakpun, menjajikan ekan mengawini
penggugat asal , serta telah memberikan biaya

rersalinan ..e-e.-
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pergalinan pada waktu pensgugat asal melahirkan aneknya,

adenya hubungen biologis antara terzugat asgsl dan peng
guget asal, bahkan tergugat asal juga {tidek pernah me-
nyengkal bahwa anak yang dilahirkan oleh pengguget asal
adalah hasil deri adanya hubungan blologis tersebut ,
apalagl blla dihebungkan dengan adanya sikap- dan pexr-
hatien tergugat asal kepadn pengguget asal sepertl di-
pertimbengkan disatas, meskipun antara terguget agal )
déngan penggugat assl tidak dalem iketen perkawinan yang
gegh tetapl juge tldak sekedar merupakan hubungan persa-
habaten sehingge Mehkamah Agung harus mengenyampingkan
gemata~mata henye adanya faktor kemenusisan ;
hahwa Méhkanah Agung berpendapat sikap dan perhatien
veng diberiken oleh tergugat asal kepade penggugat assl
khususnya terhadap anak ﬂenggugat agal, deri segl ma-
teriil tidak dapat dilhentikan begitu saja, sehingga dalam
kesue ini adaleh adil apabila kepada tergugat asal tetap
dibebankan kewajiban untuk memberi perhatian materiil
kepade anak pengguget asal geperti yang telah dilakuken
sebelumnya dan delem hal ini adaleh sebesar Rp. 500.600,—
(lime ratus ridbu rupish) setiap dulan terhitung sejak
bulan April 1987 sampai dengan putusan dilaksénakan,
demi: kepen tingen anek penggugat asal dikemudian herld ;

Kenimbang, bYehwa berdnsarkan pertimbengan ad. 3

. A

.

tergebut ceceene
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tebsebut diatas dengan tidak perlu legi mempertimbangkan

algman-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah

Reng diajukan oleh pemohon kasasi : IKRAR DESRINA

nembatalkan putussn dalam konpensi Pengedilan

I. yang menguatken putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 26 Mei 1988 No.287/Pd%.G/1987/PN.Jkt.
_. Sel. sarta Mahkamah Agung mengadiii sendiri perkara ini
dengan amsr sepertl yang askan disebutkan dibawah ini

bahwa mengenal tuntutan rekonpensi karena terpgugat
asal tidak banding/kasesi sehingga telah mempunyai kekuatan
tetiap, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan
tingkat kasasl ;

Menlmbang, bahwa termohon kasasi/tergugat asal
adalah pihak yang dikalahkan maka harns membayar semug
blsya perkara balk dalam tingkat pertama dan tingkat
banding maupun dalam tingkat kasasi ;

‘Memperhatikan Undang-Undang No.44 tahun 1970
dan Undang-Undang No.14 tahun 198BS ;

MENGADILI:
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon

kasani : IKRAR DESRINA EMMA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
tenggal 25 Nopember 1988 No.479/Pdt/1988/PT.DKI, yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tenggal 26 Mei 1988 No. 287/Pdt/G/1987/PN.Jkt.Bel.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

~ Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan tergugat melakukan ingkar Jjanji kepada
penggugat ;

~ Menghukuo tergugat untuk membayar kepada penggugat
sebesar Rp.500,000,—~ (lima ratus ribu rupiah) setiap

— - - - - -»-u—-—-—--“—-'\-'—.-’.;-ﬁ—._....
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-~ Menghukum termohon kasasgi/terguget agal/penggugat
dalan rekonpensl untuk membayar biaye perkara dalam

gemua tingkat peradilan den delam tingket kasasi ini-

ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupish);

Damikisnlah diputugkan dalam rapat permugyewaretan
Mahkamah Agung pada hari ﬁabu tanggal 15 Degsember 1993
dengen Ny. H. Poerbowati Djoke Soedomo, S.H. Hakim Agung
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamash Agung sebagal Ketua
.Sidang ’ RfL' Tobing, S.H. den H..Imen Anis, S.H. gebagai
Hakim-Hakim Anggota den diucapkan dalan sidang terbuka
untuk umum pade hari : 8 EN I N , TANGGAL 31 JﬁNUﬂRI 1994

oleh Ketua Sidang tersebut, R.L. Tobing, S5.H. dan H. Inlan
Anis, S.H. Hakim-Hekim Anggots, Soejoedi, S.H. Panitera

Penggenti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pilhak.-

Per[ir{duﬁgan hukum..., Amanda Mlayasari, FH UI, 2010.'
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Helgim - Hekim Anggpta 3 Ke tuai

"b"bdo/ Relie Tobing, SaHe ttde

";;td.;‘ He Iman Anls, SeHe Nye He Poerbowati DJoko Soedomo, Sei.

‘Riayn Kasnal ¢ panitera Penggmtl

. rail ssutue Rp 1000,
Iuﬂte . . r cral

- Rade k81l ecoervasn Rpe 10004~

. .ﬁu'dmini:atraai TI31IEY Rpo 18.000,_"— Sﬁe;]oedi, S.He

Jumlah Rpe 20,000,
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Perlindungan hukum...,” Amanda Mayasari, FH Ul, 2010..
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